
TUGAS AKHIR 

 

PROSEDUR PENGENAAN  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI UNIT 

PELAKSANA TEKNIS (UPT)  BADAN PENDAPATAN KECAMATAN 

MANDAU KOTA DURI 

 

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) 

Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau         

 

OLEH: 

 

AKBAR RIZKI PRATAMA 

NIM.02170613904 

 

                                   

 

PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

SULTAN SYARIF KASIM  

RIAU 

2024 







 



i 

KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya 

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Prosedur Pengenaan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

(BPHTB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Unit Pelaksana Teknis (UPT)  

Badan Pendapatan Kecamatan Mandau Kota Duri”. Tugas akhir ini disusun 

sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada 

Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya 

syi‟ar Islam, yang berpengaruh maanfaatnya didunia dan akhirat kelak. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati 

segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas 

Akhir ini. 

 Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima 

kasih kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang bapak Syafrijas Koto (Alm) 

dan ibu Yelni Wati. Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada : 

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 



ii 

2. Dr. Hj. Mahyarni , SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga 

Administrasi Perpajakan. Dan Bapak Muslim, S.Sos.M.Si selaku wakil 

sekretaris D-III Administrasi Perpajakan. 

4. Ari Nurwahidah,SE, MM selaku dosen pembimbing yang bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan 

arahan  masukan dan  saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

5. Bapak Alcudri, SE, MM, CPA, AK selaku Penasehat Akademik penilis 

selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Kepada seluruh Dosen Jurusan D-III Administrasi Perpajakan  yang telah 

memberikan  ilmu pengetahuan  yang  sangat berharga selama kurang 

lebih 3 (tiga) tahun  perkuliahan. 

7. Seluran Pegawai di Kantor UPT Pendapatan Daerah  Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis yang  telaah banyak membantu  dan  memberikan 

data untuk mendukung Kelancaran penyususan Tugas Akhir. 

8. Kepada kedua orang tua saya bapak alm. Syafrijas Koto dan Ibu Yelni 

Wati Chaniago, kedua Adek saya Fadil dan Naysa yang  telah memberikan  

dorongan ,  motivasi  kepada  penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu. 



iii 

9.  Kepada Sani Pratama yang telah memberikan semangat, dan dukungan 

kepada penulis. 

10. Kepada seluruh teman angkatan 21 D-III Administrasi Perpajakan yang 

telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga dengan adanya, bimbingan 

dan dorongan yang diberikan yang diberikan kepada penulis dibalas 

dengan Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Penlus sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat mendukung agar penulis bisa menjadi lebih baik 

lagi, Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua dan 

memperluas ilmu pengetahuan. 

 

 Pekanbaru, Juni 2024 

 Penulis 

 

 

 

 AKBAR RIZKI PRATAMA 

 02170613904 

 

 

  



iv 

ABSTRAK 
 

PROSEDUR PENGENAAN  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI UNIT 

PELAKSANA TEKNIS (UPT)  BADAN PENDAPATAN KECAMATAN 

MANDAU KOTA DURI 

 

OLEH 

 

AKBAR RIZKI PRATAMA 

02170613904 

 

Tugas Akhir ini dilaksanakan pada awal Maret 2024 hingga akhir Maret 2024 

penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Mandau 

Kota Duri, yang mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur 

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mana merupakan 

salah satu penerimaan Pajak Daerah yang ada di Kota Duri. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tekni dalam 

pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada  pihak terkait. 

Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencakup 

beberapa tahap, anatara lain : Proses penetapan, Pengisian SSPD, Perhitungan, 

hingga penerbitan surat bukti pembayaran. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan termasuk dalam kelompok self Assesment yang mana Wajib Pajak 

menentukan besaran nilai pajak yang terutang secara sendiri.  Kecamatan Mandau 

menetapkan kisaran nilai tanah berdasarkan zona nilai tanah dana bangunan yang  

mana sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar Pengenaan 

.Yang mana pendapatan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

guna untuk mendukung kegiatan Pembangunan dan penyediaan layanan publik di 

Kecamatan Mandau Kota Duri 

 

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan, Prosedur dan 

Pengenaan. 
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ABSTRACT 
 

PROCEDURE FOR IMPOSING DUTY FOR ACQUISITION OF LAND AND 

BUILDING RIGHTS (BPHTB) ON REGIONAL REVENUE IN THE 

TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPT) OF THE MANDAU 

DISTRICT REVENUE AGENCY, DURI CITY 

 

Akbar Rizki Praatama 

02170613904 

This Final Assignment was carried out in early March 2024 until the end of 

March 2024, this research was conducted at the Technical Implementation Unit of 

the Mandau Revenue Agency, Duri City, which aims to find out how the 

Procedure for Imposing Land and Building Acquisition Fees is, which is one of 

the Regional Tax revenues in Duri City. This study uses a qualitative approach 

with a descriptive method. The technique in collecting data by means of 

observation and interviews with related parties. The Procedure for Imposing 

Land and Building Acquisition Fees includes several stages, including: 

Determination process, Filling in SSPD, Calculation, to issuing proof of payment. 

Land and Building Acquisition Fees are included in the self-assessment group 

where Taxpayers determine the amount of tax owed independently. Mandau 

District determines the range of land values based on the land and building value 

zones which have been determined by the National Land Agency as the basis for 

Imposition. Which income from Land and Building Acquisition Fees is used to 

support development activities and the provision of public services in Mandau 

District, Duri City 

Keywords: Fees on Acquisition of Land and Building Rights, Procedures and 

Usage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang bertuajan untuk 

meningkatkan kekayaan dan kesajahteran masyarakat. Keberhasilan 

pembangunan nasional  Indonesia tidak terlepas dari  tersedianyan dana yang 

cukup untuk membiayai pembangunan negara. Dengan pengelohan keuangan 

yang baik, seluruh pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan 

cita-cita nasional dan mendorong Pembangunan negara  yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan  masyarakyat Indonesia. 

 Pendapatan tersebut  dapat mendanai pengeluaran pemerintah daerah 

untuk mencapai pembangunan pemerintah didaerah masing-masing. Dan salah 

satu sumber pendapatan atau penerimaan tersebut salah satunya yaitu 

bersumber dari pajak daerah. Tanah dan sebagai dari bumi yang merupakan 

karunia allah swt memiliki fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar 

untuk papan lahan usaha bahwan alat investasi yang menguntungkan. Sesuai 

dengan undang- undang dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Disamping tanah, bangunan juga 

memberikan manfaat ekonomi yang sama bagi pemiliknya. Oleh karena itu, 

bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan banguann dianggap wajar 

apabila memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak 
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dalam hal ini  (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan 

merupakan salah satu bagian dari jenis pajak daerah. 

 BPHTP adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan bangunan disini 

adalah segala kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya atau dimilikihak atas tanah dan bangunan oleh 

perseorangan pribadi atau badan yang objek pajak BPHTB adalah orang 

pribadi atau badan yang mempunyai atau memperoleh hak atas tanah dan 

bangunan itu sendiri. 

 Sejak 1 Januari 2011, pemerintahan pusat tidak lagi menarik bea tersebut.  

Berdasarkan Pasal 180 angka (6) Undang–Undang Nomor  28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pemerintah daerah dapat memungut 

BPHTB dengan syarat menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan mengenai 

itu. Maka dengan Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009, BPHTB dialihkan 

dari pajak pusat menjadi pajak kabupateb/kota. Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan berlaku secara 

efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Khusus untuk BPHTB mulai dapat 

dipunggut oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2011. 

 Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuanngan 

daerah, karena dengan dialihkannya kewajibanya pajak dan retribusi kepada 

pemerintah masing-masing. Pajak yang dipergunakan untuk kepentingan 

Masyarakat daerahnya. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan 
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langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. 

Disamping memiliki justifikasi teknis, pengalihan BPHTB menjadi pajak 

daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah 

satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending 

quality). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas 

pelayanan publik yang merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan 

BPHTB ditetapkan oleh daerah dan diseuaikan dengan kondisi, dan tujuan 

pembangunan daerah. Di samping itu untuk implementasi pungutan BPHTB, 

pemerintah daerah harus membuat Peraturan Daearah. Dan proses berikutnya 

yang harus dilakukan adalah pemberdayaan daerah untuk segera 

mempersiapkan pemungutan BPHTB sesuai jadwal waktu yang ditetapkan 

dalam undangundang. Seluruh aspek pemungutan BPHTB menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) mulai dari perumusan kebijakan, 

pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan pendapatan yang berasal dari 

BPHTB, 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor UPT Pendapatan 

Daerah kec. Mandau bahwasannta jumlah target dan realisasi pada tahun 

2020-2023 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak BPHTB UPT Pendapatan 

 Daerah Kecamatan Mandau Tahun 2020 – 2023 

 

No Tahun Target Realisasi 

1 2020 Rp.96.868.879.712 Rp.2.915.261.535 

2 2021 Rp.92.525.827.000 Rp.2.238.200.900 

3 2022 Rp.107.629.119.500 Rp.3.167.800.075 

4 2023 Rp.5.000.000.000.00 Rp.3.817.049.340 

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau, Tahun 2024 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2020 2021 2022 2023 target 

penerimaan pajak BPHTB dikantor UPT Pendapatan daerah Kec.Mandau 

mengalami kenaikan dan penurunan.Pada table dijelaskan bahwa pada tahun 

2020 Target dari UPT Pendapatan Daerah kec, Mandau sebesar 

Rp.96.868.879.212 dan yang Terealisasi sebesar Rp.2.915.261.535, pada 

tahun 2021 mengalami penurunan dengan target sebesar Rp. 92.525.827.000 

dan hanya Terealisasi sebesar Rp. 2.238.200.900 pada tahun 2022 Target 

meningkat sebesar Rp.107.629.119.500 dan hanya Terealisasi sebesar 

Rp.3.167.800.075, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan Target 

menjadi Rp.5.000.000.000.00 dan hanya Terealisasi sebesar 

Rp.3.817.049.340 . 

 Karna didukungnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan 

pajak BPHTB, dalam hal ini apabila wajib pajak tidak membayar BPHTB 

ketika mereka hendak memproses pengalihan hak kepemilikan secara 

otomatis tidak akan dilayani oleh Badan Pertahan Nasional (BPN), bahkan 

tidak akan mendapat perolehan juga dari PBB dan juga Notaris, sebab dari 

pihak Dinas Pendapatan Kecamatan Mandau selaku pengelola pajak daerah 
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ini sudah berkerja sama dengan pihak BPN, PBB, dan Notaris. BPHTB 

dianggap cukup pontensial sebagai salahatu sumber pendapatan daerah yang 

di gunakan untuk melaksanakan pembangunan untuk kesejahterahan 

masyarakat. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi kewajiban yang 

dapat di paksakan pungutannya. 

Melalui tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana 

prosedur pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

terhadap Pendapatan Daerah di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri, dan untuk mengenal lebih luas 

tentang objek masalah dengan kajian teoritis dan pada praktik kerja 

lapangan , oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam yang 

dituangkan kedalam tugas akhir dengan judul. “PROSEDUR 

PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN (BPHTP) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  BADAN PENDAPATAN 

KECAMATAN MANDAU KOTA  DURI.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan 

pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahann sebagai berikut. 

“Bagaimana prosedur pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan di Unit Pelaksanan Teknis (UPT)  Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kota Duri” ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan Latar belakang diatas penulisan ini bertujuan untuk: 

“Untuk mengetahui  prosedur pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan di Unit Pelaksanan Teknis (UPT)  Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Mahasiswa, mendapatkan pengalaman dalam penelitian yang 

berharga dan mendapat binaan diri menuju mandiri 

2. Bagi Instansi tempat penelitian, dapat dipergunakan sebagai masukan 

meningkatkan mutu pelayana Pajak BPHTB.  

3. Bagi Penulis selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau JL. Desa Harapan No. 59 Duri 

1.5.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada Awal Bulan Maret 

sampai Akhir April 2024. 

1.5.3 Jenis Data 

 Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Data Primer 

Data Primer data yang diperoleh secara langsung yang didapatkan 

melalui wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai 

secara langsung instrukur kantor dan pihak yang bisa dijadikan 

narasumber dikantor Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media dat dalam bentuk arsip, laporan dokumen dan 

catatan yang diperlukan. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Interview 

Interview yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang digali dan 

dilakukan secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab 

terhadap narasumber. 

2. Observasi 

Obsevasi adalah proses melihat dan memahami suatu objek penelitian 

untuk mendapatkan data dalam menunjang penelitian. 

3. Studi Dokumentasi  

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan 

mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. 

 



8 

1.5.5 Analisis Data  

Analisis data yaitu sebagai Upaya mengelola data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan 

penelitian, Dengan ini penulis menggunakan deskriptif. 

1.6 Sistematika Penelitian  

Sistematika Penelitian merupakan uraian yang mengenai apa yang menjadi 

dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini penulis susun atas 4 bab yang disajikan menyeluruh dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan 

mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini 

akan diuraikan Sejarah singkat UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau, susunan organisasi, struktur organisasi, uraikan tugas, visi, 

misi, dan tujuan kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

 Bab ini membahasa tentang tinjauan teori  pengertian pajak secara 

umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara perizinan 
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pajak bea perolehan hak atas tanah  dan bangunan, tata cara 

pemungutan pajak bea perolehan ha katas tanah  dan bangunan, 

jenis-jenis pajak, pengertian pajak bea perolehan ha katas tanah 

dan bangunan, subjek dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan, tarif pajak bea perolehan hak  atas tanah dan 

bangunan , dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan, perhitungan pajak bea perolehan hak  atas tanah  

dan bangunan. 

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kota Duri yang beralamat di Jalan Desa Harapan, 

Kelurahan. Air Jamban Kecamatan. Mandau Kabupaten. Bengkalis Duri Riau  

28784, 

2.2 Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian 

a. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda 

Kabupaten Bengkalis. 

b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha. 

c. Bidang Dana Perimbangan. 

d. Bidang Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah. 

e. Bendahara. 

f. Koordinasi PBB-P2. 

g. Bagian Administrasi. 

h. Perugas Pemungut Lapangan. 

2.3 Sejarah Singkat Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

 UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan unit pembantu 

dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada Awalnya Badan 

Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi sampah dan kebersihan pasar. 

Namun pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan 

Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.   
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 Badan Pendapatan Daerah yang hanya mengurusi tentang pajak hotel, 

hiburan, air tanah, reklame, sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, 

parker, pajak bumi dan bangunan serta pajak BPHTB. Sementara itu Badan 

Pasar hanya berfokus menangani masalah kebersihan retribusi dari 

pertamanan dan kebersihan kota.  

 Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang  PBB (Pajak 

Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh puat . Jadi wewenang 

pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring 

berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan. 

 UPT Pendapatan daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bengkalis 

No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah unsur Pelaksanan 

Teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah dilapangan dan peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis NO 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata 

kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3  UPT dipimpim 

oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. 

2.4 Visi dan Misi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri 

a. Visi 

Terwujudnya pelayanan yang prima kepada Masyarakat serta 

meningkatkat penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan. 

b. Misi 

a. Meningkatkan profesionalitas apparatus pelaksana pelayanan PBB-P2 
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b. Meningkatkan akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan PBB-P2 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak 

2.5 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian 

Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Kota Duri dapat dibagi menjadi sebagai berikut : 

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf. 

b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam Upaya 

meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI 

kepada daerah. 

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan 

penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis. 

d. Tugas-tugaas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan uraian tugas:  

a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola 

administrasi umum dan kepegawaian. 

b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum 

pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 

c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 
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d. Penyusunan dan pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, 

Laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Bidang Dana Perimbangan 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana 

Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak. 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana 

Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkupan tugasnya. 

4. Bendahara 

a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah 

b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada 

buku penerimaan sejenis dan buku kas umum. 

c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten 

Bengkalis setiap bulannya. 

5. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya 

Penyususan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi 

dan Pendapatan lain-lainnya. 
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6. Koordinator PBB 

a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau. 

b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

dan memantau penyampain SPPT-PBB Desa dan Kelurahan. 

c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau. 

7.  Bagian Administrasi  

a. Laporan bulanan Pajak. 

b. Pembukuan penerimaan bulanan. 

c. Pendataan Wajib Pajak. 

8. Petugas Pemungutan Lapangan/Harian 

a. Memungut Pajak. 

b. Mengantar SPTPD. 

c. Pendataan Wajib Pajak. 
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2.6 Struktur Bagan Organisasi Unit Kerja Tempat Penelitian 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau, Tahun 2024 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dam pembahasan pada penulisan yang dilakukan 

mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

terhadap Pendapatan Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Kota Duri maka dapat ditarik kesimpulan bagi penulis sebagai 

berikut: 

1. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli, Sehingga pihak penjual 

dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. 

2.   Masih Rendahnya NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di Kecamatan Mandau 

Kota Duri. 

3. Terdapat 6 lembar SSPD BPHTB yang diterbitkan untk pengenaan Pajak 

BPHTB yakni, 

a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak 

b. Lembar 2 untuk PPAT/Notaris 

c. Lembar 3 untuk Kepala Kantor Pertanahan 

d. Lembar 4 untuk Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota 

Duri 

e. Lembar 5 untuk Bendahara Penerima  

f. Lembar 6 untuk Bank yang ditunjuk sebagai laporan ke Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. 
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4. Jumlah penerimaan Pajak BPHTB di Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau pada Tahun 2020 targeet mencapai          Rp 96.868.879.721. dan 

hanya Terealisasi sebesar Rp.2.915.261.535, Untuk tahun 2021 Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis menurun kan jumlah target sebesar                                

Rp. 92.525.827.000 dan hanya terealisasi hanya sebesar Rp.2.308.020.900, 

Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 107.629.119.500 

dan  terealisasi sebesar Rp.3.178.075.075 dan pada tahun 2023 target turun 

menjadi Rp 5.000.000.000.00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 

3.317.049.340. 

5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perpajakaan 

tentang BPHTB. 

6. Pembayaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Bengkalis 

tergadang mengalami gangguan jaringan sehingga membuat wajib pajak 

jadi menunggu. 

4.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang 

mungkin dapat memberikan masukan, antara lain: 

1. Agar dapat meningkatkan pendapatan Pajak BPHTB, pihak UPT dapat 

melakukan Sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui media 

sosial untuk meningkat pemahaman masyarakat terhadap Pajak BPHTB . 

2. Untuk wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam 

pembayaran pajak BPHTB. 
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3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih 

teliti,akurat terhadap data yang diperoleh yang dapat mempengaruhi 

pendapatan Pajak BPHTB di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau. 
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